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TANGGAL 19 Mei 2014bakal
calon presiden Joko Widodo ber-
sama bakal calon wakil presiden
Jusuf Kalla menggelar acara
deklaresi pasangan tersebut di
Gedung Joang 45, Jalan Menteng
Raya,Jakarta. Pasangan tersebut
dinsung oleh 4 (empat) partai
politik, yaitu PDI Perjuangan,
NasDem, PKB, dan Hanura.
Bersamaan dengan deklarasi ba-
lon capres dan cavwapes, Jokowi
dan Jusuf Kalla juga mengu-
mumkan “Nawa Cita” sebagal
agenda prioritas pemeriniahan
Jokowi-JK jika mereka terpilih
dalam Pemilu 2014,

Cita ke-2 menyatakan tekad
Jokowi dan JK untuk “mem-
bangun tata kelola pemerintahan
yang bersih efekif,demokrats,
danterpercaya,” Pada Cita yang
ke-4, Jokowi-JK menyatakan
ketegasannya untuk “menolak
negara lemah dengan mielakukan
reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi,
Bermartabat, dan terpercaya.”
Sebelumnya, Jokowi ulang-
wlang menyatakan janjinya ke-

pada rakyat Indonesia untuk

membentuk kabinet yang bersih
dan efekif, jika terpilih sebagai
Presiden.

Janji serupa juga dintarakan
oleh Pak SBY ketika maju lagi
dalam Pemilu 2009. “Kabinet
saya mendatang bisa langsung
bekerja efektif pada hari per-
fama!” ueap Presiden SBY den-
gan nada penuh keyakinan.

Di seantero dunia, politisi
memang suka jual “kecap”
Pemerintahan SBY jilid-2
fernyata “rusak”. Motto senizal
“anti korupsi”, temyata hanya
janji kosong. Satu per satu pe-
tinggi Partai Demokrat, baik
yang duduk di kabinet maupun
di DPR-RI, dijebloskan KPK ke
dalam sel tahanan Karena ter-
bukti melakukan tindzk pidana
korupsi, Pemerintahan Jokowi-
JK pun diragukan komitmennya
yang 1000% dalam melawan
korupsi. Ketika KPK digoyang-
goyang oleh pihak-pihak ter
tentu, terutama oleh sejumlah
anggota DPR-RI dengan ment
desalc agar kewenangan sadap
KPK dipangkas, pemerintah
Jokowi terkesan tidak mem-
bela KPK. Padahal semua orang
tahu “sadap” merupakan sen-
jata pamungkas KPK. Lembaga
anti-korupsi itu akan collapse
manakala kewenangan sadap
dicabut dari tubuh KPK.

Pemerintah Jokowi juga ber-
sikap “dingin” ketika Komisi I
DPR-RI menggulirkan Pansus
Hak Angket KPK di penghujung
2017 Misi Angket KPK ketika
itu ditengaral untuk melemah-
kan kedudukan KPK. Menurut
Direktur Eksekutif Pusat Studi
Hukum dan Kebijakan, Bivitri
Susant], di masa lalu juga ada
indikasi serupa. Ketika KPK
sedang mengungkap kasus besar
yang melibatkan politisi, baik di
DPR maupun di parpol-parpol
eksekutif, biasanya ada serangan
balik seperti ini. Menjelang
pembentukan Hak Angket, KPK
memang melancarkan serangan

keras ke DPR terkait kasus
¢-KTP yang menggegerkan
gedung DPR.

Sementara itu, independensi
KPK masih sering menjadi
diskursus banyak pihak. Apa

betul KPK independen dan

bersih? Banyak yang tidak per-

caya. Sejumlah kasus dugaan

korupsi yang semula “meledak”
dan mendapat perhatian besar

‘dari publik, ternyata, kemudian

“hilang”. Kenapa hilang? Ya,
itulah salah satu indiksi kera-
guan publik terhadap indepen-
densi KPK.

Saat ini keseriusan pemerin-
tah Jokowi untuk “membangun
tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya’ juga sedang menda-
pat ujian serius. Aroma korupsi
di kabinet sudah merebak.
Beberapa proyek infrastruktur
yang dibangun pada era Jokowi

sudah beurusen dengen KPK,
yang terakhit adalah proyek
pembangunan PLTU Riau |
yang menelan korban selah safn
menteri Jokowi dan seorang pe-
{inggi Senayen. Direktur Utama

. PLN pun sudeh ditetapkan KPK
scbagai terspngka, Paling tidak

ada 3 (tiga) menteri kabinet
Jokowi yang kin disebit-sebut
“terserempet” dalam kubangan
korupsi. ;

Mereka adalah Menteri Pe-
nuda dan Olaheaga Imam Nab-
rawi, Meateri Agama Lukman
Hakim Saifudin, dan Menteri
Perdagangan BnggrtiastoLukita.
Menpora ditengara teribat da-
Jam kasus dana hibah milaran

rupiah Kementeriannya kepada”

KONI'Pusat, Pernyataannya
ahwaa fidakfahu apa sajayang
dikerjakan oleh Depui Mentert
{erasa aneh; Menteri Agama
“terserempet” kasus jual-beli
jabatan yang membawa Ketua
Unmum PPPRomahurmuzy pada
status tersangka, Ada sejumlsh
vang di laci ruang kerja Menag
etika ruangan itu "diseruduk”
petugas KPK, meski dalam
jumlah “kecil”, Ruang ketja
Menpora, Menag dan Mendag,
bahkan, sudah-digeladah oleh
para petugas KPK. Hel itu indi-

asi seriusnya KPK mendalami

kemungkinan keterlibatan ke-
tiga menter sb. dalam kasus
korupsifsuap. ;

Sebetulnya, masih ada satu
menterilagi yang bisa dikatego-
ikan melakuken tindakan tidek
etis, bukan tindakan korupsi,
Hal ini terkait dengan kasus
suap Mekarta, Ketika diadili di

Pengadilan Tipkor Bandung,
BupatiBekasi Neneng, mengaku
pemah mendapat telepon da se-
orang menter yang memintanya
“membantu-perizinan mega-
proyek Meikarta." Aneh kan'
Apa hubungan sang Menteri
dengan proyek swasta? Kenapa
bukan Gubernur atay Wakil
Gubernut Jawa Barat yang di-
intakan informasi? Bukankah
Wagub Jaya Barat ketika itu
wlang-tlang mengatakan kepada
media bahwa Meikarta belum
dapatizin tapi pembangunannya
stidah dilakukan? Temnyata, ka-
stis Meikarta sudah menyambar
Korban terpidana juga.

Tentu, semua, pihak harus
menghormai az2s Praduga Tek
Bersalah. Namun, ketika se-
orang mentert jadi fncaran se-
riug KPK, bahkan kantor dan
rumah tinggalnya digeladah
petngas KPK, ketika itu juga
integitasmenteiyang bersang-
kutan melorot. Ketika ifu juga
Presiden sebagat atasan lang-
sung Menteri harus bertanya-
tanya bagaimana sesungeuhnya
integritas menterl-menteri yang
bersangkutan’?

Tndonesia memang fidak bisa
disamakan dengan Jepang atau
Korea Selatan, baftkan Amerika,
Di negara-negara itu, seorang
menteribiasanya cepat meletak-
an jabatannya tatkala menda-
pat sorotan tajam dari publik
karena eda dugaan melakukan
tindak korupsi. Budaya malu
amat kental bag bengsa Jepang
dan Korea, Bagi orang Jepang
dan Korea, lebih terhormat
mengandurkan dirf daripada

terus mendapat sorotan tajam
dari publik,

Di negara kita, béberapa pet-
inggi pemerintah balik bertanya
“Kenapa'saya harus mundur?
Wong, yang mengangkat saya
tidak menyuruh saya mundur?!”
atau berkilah “Mundur berart
saya mengaku salah, padahal
hukum belum membuktikan
saya salah..”

Dengan dalih serupa, pem-
bantu Presiden Jokowi juga
berkilah Jokowi‘menunggu
proses hukum yang sedang ber-
langsung. la mengganti Idrus
Matham sebagai Menteri Sosial
Ketika Mensos mengundurkan
dirl. Sikap “bertindak setelah
menteri yang bermasalah mun-
dur”, menurut hemat kita, bu-
kan sikap yang mencerminkan
anti-korupsi, tetapi sikap amén-
amansaja, setidaknya sikap yang
meragokan ekad Presiden untuk
sungguh-sungguh membangun
tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya. Maka, pendapat
seperti ifu sama dengan “bisi-
kan racun” yang justru dapat
menjatubken integritas Jokow!

Jokowi jangan lupa bahwa
ia mengemban mist lebih be-
rat jika Tuhan merestuinya
memimpin Indonesia untuk
5 tahun lagi, Misi tsb. adalzh
mengamankan partai-partai
onlisinya melanjutkn tongkat
stafet kepemimpinan pada pe-
riode 2024-2029. Jokowi harus

mengekhiri kepemimpinannya,

pada 2024 sesuai Ketentuan
konstitusi, Pada saat itu akan
ferjadi lag! “pertempuran dab-

syat” untuk merebut kursi RI-1.
Pimpinan partai-partai Koalis
Jokowi ~terutama PDIP, Golkar
dan Nasdem - tentu sekarang
sudah berikhtiar untuk incar
kursi RI-1 pada Pemilu 2024.
Sebaliknya, partai-partai opo-
sist sejak Jokow dilantik pada
20 Oktober 2019 pun sudah
menyusun strateg jitu untuk

. melumpuhkan “kubu Jokowi®

Motto mereka: Berjuang kem-
bali dan barus menang pada
2004! !

Salah satu warisan (legacy)
yangbisa iturunkan Jokowi e-
pada eman-teman seperjuangan-
nyaunfuk mengamankan politk
2014 adelah sungguh-sungguh
mengelola pemerintahan yang
bersih, efekif, demokrats, dan
{espercaya, disamping mening-
katkan kesejahteraan rakyat
(Cita ke-5). Sejarah berbicara
nyata, Perolehan suara Partl
Demokrat znjlok pada Pemilu
2014 karenacitranya yang burok
sepanjang kepemimpinan SBY
2009-2014, Partai Kim Young
Sam kaleh telak dalam pemilu i
Korea Selatan karena puteranya,
Kim Hyunechul,ferbuiti elbat
skandal Korupsi senilai USD 7
jutadandivonis 3 tahun penjara.
Kim Dac-jung dieluk-clukkan
mayoritas akyat dengan mulis
memenangkan pemilu karena
“bendara anti-korupsi” yang
dikibarkan tinggi-tingg.

Utk itu, Presiden Jokowi
sebaiknya segera merombak
Kabinetnya, sekaligus member-
sihkan kabinetnya dari segala
aromé bustk yang menyerupl
Korupsil ¥ !
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